BAB I1
KAJIAN TEORI
A. Konflik
1. Pengertian Konflik

Konflik merupakan gejala sosial yang serba hadir dalam kehidupan
sosial, sehingga konflik bersifat inheren artinya konflik akan senantiasa
ada dalam setiap ruang dan waktu, dimana saja dan kapan saja.

Dalam pandangan ini, masyarakat merupakan arena konflik atau
arena pertentangan dan integrasi yang senantiasa berlangsung. Oleh sebab
itu, konflik dan integrasi sosial merupakan gejala yang selalu mengisi
setiap kehidupan sosial. Hal-hal yang mendorong timbulnya konflik dan
integrasi adalah adanya persamaan dan perbedaan kepentingan sosial.

Di dalam setiap kehidupan sosial tidak ada satu pun manusia yang
memiliki kesamaan yang persis, baik dari unsur etnis, kepentingan,
kemauan, kehendak, tujuan dan sebagainya. Dari setiap konflik ada
beberapa diantaranya yang dapat diselesaikan, akan tetapi ada juga yang
tidak dapat diselesaikan sehingga menimbulkan beberapa aksi kekerasan.
Kekerasan merupakan gejala tidak dapat diatasinya akar konflik sehingga
menimbulkan kekerasan dari model kekerasan yang terkecil hingga

peperangan.
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Istilah “konflik” secara etimologis berasal dari bahasa Latin “con”
yang berarti bersama dan “fligere” yang berarti benturan atau tabrakan.
Pada umumnya istilah konflik sosial mengandung suatu rangkaian
fenomena pertentangan dan pertikaian antar pribadi melalui dari konflik
kelas sampai pada pertentangan dan peperangan internasional.

Coser mendefinisikan konflik sosial sebagai suatu perjuangan
terhadap nilai dan pengakuan terhadap status yang langka, kemudian
kekuasaan dan sumber-sumber pertentangan  dinetralisir  atau
dilangsungkan atau dieliminir saingannya.>

Konflik artinya percekcokan, perselisihan dan pertentangan.
Sedangkan konflik sosial yaitu pertentangan antar anggota atau
masyarakat yang bersifat menyeluruh dikehidupan.® Konflik yaitu proses
pencapaian tujuan dengan cara melemahkan pihak lawan, tanpa
memperhatikan norma dan nilai yang berlaku.*

Dalam pengertian lain, konflik adalah merupakan suatu proses
sosial yang berlangsung dengan melibatkan orang-orang atau kelompok-
kelompok yang saling menantang dengan ancaman kekerasan.’

Menurut lawang konflik diartikan sebagai perjuangan untuk

memperoleh hal-hal yang langka seperti nilai, status, kekuasaan dan

' Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala

Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya (Jakarta: Kencana Prenada Media

Group, 2011), hal 345.

2 Irving M. Zeitlin, Memahami Kembali Sosiologi, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press,

1998),hal.156

* Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hal.587.

* Soerjono Soekanto, Kamus Sosiologi, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993), hal.99.

> J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto, Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan, (Jakarta: Kencana
Prenada Media Group, 2005), hal 68.
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sebagainya dimana tujuan mereka berkonflik itu tidak hanya memperoleh
keuntungan tetapi juga untk menundukkan pesaingnya. Konflik dapat
diartikan sebagai benturan kekuatan dan kepentingan antara satu
kelompok dengan kelompok lain dalam proses perebutan sumber2
kemasyarakatan (ekonomi, politik, sosial dan budaya) yang relatif
terbatas.®

Dari berbagai pengertian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa
konflik adalah percekcokan, perselisinan dan pertentangan yang terjadi
antar anggota atau masyarakat dengan tujuan untuk mencapai sesuatu
yang diinginkan dengan cara saling menantang dengan ancaman
kekerasan.

konflik sosial adalah salah satu bentuk interaksi sosial antara satu
pihak dengan pihak lain didalam masyarakat yang ditandai dengan adanya
sikap saling mengancam, menekan, hingga saling menghancurkan.
Konflik sosial sesungguhnya merupakan suatu proses bertemunya dua
pihak atau lebih yang mempunnyai kepentingan yang relative sama
terhadap hal yang sifatnya terbatas

Dalam bentuknya yang ekstrem, konflik itu dilangsungkan tidak
hanya sekedar untuk mempertahankan hidup dan eksistensi, akan tetapi
juga bertujuan sampai ketaraf pembinasaan eksistensi orang atau

kelompok lain yang dipandang sebagai lawan atau saingannya.

® Robert lawang, Buku Materi Pokok Pengantar Sosiologi, (Jakarta:universitas terbuka

1994).hal.53
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2. Bentuk-bentuk Konflik

Secara garis besar berbagai konflik dalam masyarakat dapat

diklasifikasikan ke dalam beberapa bentuk konflik berikut ini :

a. Berdasarkan sifatnya

Berdasarkan sifatnya, konflik dapat dibedakan menjadi konflik

destruktuif dan konflik konstruktif.

1. Konflik Destruktif
Merupakan konflik yang muncul karena adanya perasaan tidak
senang, rasa benci dan dendam dari seseorang ataupun
kelompok terhadap pihak lain. Pada konflik ini terjadi
bentrokan-bentrokan fisik yang mengakibatkan hilangnya nyawa
dan harta benda seperti konflik Poso, Ambon, Kupang, Sambas,
dan lain sebagainya.

2. Konflik Konstruktif
Merupakan konflik yang bersifat fungsional, konflik ini muncul
karena adanya perbedaan pendapat dari kelompok-kelompok
dalam menghadapi suatu permasalahan. Konflik ini akan
menghasilkan suatu konsensus dari berbagai pendapat tersebut
dan menghasilkan suatu perbaikan. Misalnya perbedaan

pendapat dalam sebuah organisasi’.

’ Dr. Robert H. Lauer, Perspektif Tentang Perubahan Sosial, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2001),
hal.98
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b. Berdasarkan Posisi Pelaku yang Berkonflik

1. Konflik Vertikal
Merupakan konflik antar komponen masyarakat di dalam satu
struktur yang memiliki hierarki. Contohnya, konflik yang terjadi
antara atasan dengan bawahan dalam sebuah kantor.

2. Konflik Horizontal
Merupakan konflik yang terjadi antara individu atau kelompok
yang memiliki kedudukan yang relatif sama. Contohnya konflik
yang terjadi antar organisasi massa.

3. Konflik Diagonal
Merupakan konflik yang terjadi karena adanya ketidakadilan
alokasi sumber daya ke seluruh organisasi sehingga
menimbulkan pertentangan yang ekstrim. Contohnya konflik
yang terjadi di Aceh®.

Soerjono Soekanto membagi konflik sosial menjadi lima bentuk yaitu:

1. Konflik atau pertentangan pribadi, yaitu konflik yang terjadi
antara dua individu atau lebih karena perbedaan pandangan dan
sebagainya.

2. Konflik atau pertentangan rasial, yaitu konflik yang timbul

akibat perbedaan-perbedaan ras.

® Kusnadi, Masalah Kerja Sama, Konflik dan Kinerja, (Malang : Taroda, 2002), hal. 67
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3. Konflik atau pertentangan antara kelas-kelas sosial, yaitu

konflik yang terjadi disebabkan adanya perbedaan kepentingan
antar kelas sosial.

Konflik atau pertentangan politik, yaitu konflik yang terjadi
akibat adanya kepentingan atau tujuan politis seseorang atau
kelompok.

Konflik atau pertentangan yang bersifat internasional, yaitu
konflik yang terjadi karena perbedaan kepentingan yang

kemudian berpengaruh pada kedaulatan negara.’

Sementara itu, Ralf Dahrendorf mengatakan bahwa konflik dapat

dibedakan atas empat macam, yaitu sebagai berikut :

1.

2.

3.

Konflik antara atau yang terjadi dalam peranan sosial, atau biasa
disebut dengan konflik peran. Konflik peran adalah suatu
keadaan di mana individu menghadapi harapanharapan yang
berlawanan dari bermacam-macam peranan yang dimilikinya.
Konflik antara kelompok-kelompok sosial.

Konflik antara kelompok-kelompok yang terorganisir dan tidak
terorganisir.

Konflik antara satuan nasional, seperti antar partai politik, antar

negara, atau organisasi internasional. ™

® Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, (Jakarta: Rajawali Pers, 1992), hal.86.
'° Dr. Robert H. Lauer, Perspektif Tentang Perubahan Sosial, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2001),

hal.102
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3. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Konflik

Para sosiolog berpendapat bahwa akar dari timbulnya konflik yaitu
adanya hubungan sosial, ekonomi, politik yang akarnya adalah perebutan
atas sumber-sumber kepemilikan, status sosial dan kekuasaan yang
jumlah ketersediaanya sangat terbatas dengan pembagian yang tidak

merata di masyarakat."*

Ketidak merataan pembagian aset-aset sosial di dalam masyarakat
tersebut dianggap sebagai bentuk ketimpangan. Ketimpangan pembagian
ini menimbulkan pihak-pihak tertentu berjuang untuk mendapatkannya
atau menambahinya bagi yang perolehan asset sosial relatif sedikit atau
kecil. Sementara pihak yang telah mendapatkan pembagian asset sosial
tersebut berusaha untuk mempertahankan dan bisa juga menambahinya.
Pihak yang cenderung mempertahankan dan menambahinya disebut
sebagai status quo dan pihak yang berusaha mendapatkannya disebut
sebagai status need. Pada dasarnya, secara sederhana penyebab konflik

dibagi dua, yaitu:

1. Kemajemukan horizontal, yang artinya adalah struktur masyarakat
yang mejemuk secara kultural, seperti suku bangsa, agama, ras dan
majemuk sosial dalam arti perbedaan pekerjaan dan profesi seperti

petani, buruh, pedagang, pengusaha, pegawai negeri, militer,

" Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala

Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya (Jakarta: Kencana Prenada Media
Group, 2011), hal 361.
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wartawan, alim ulama, sopir dan cendekiawan. Kemajemukan
horizontal-kultural menimbulkan konflik yang masing-masing
unsur kultural tersebut mempunyai Kkarakteristik sendiri dan
masing-masing penghayat budaya tersebut ingin mempertahankan
karakteristik budayanya tersebut. Dalam masyarakat yang
strukturnya seperti ini, jika belum ada konsensus nilai yang
menjadi  pegangan bersama, konflik yang terjadi dapat
menimbulkan perang saudara.

2. Kemajemukan vertikal, yang artinya struktur masyarakat yang
terpolarisasi berdasarkan kekayaan, pendidikan, dan kekuasaan.
Kemajemukan vertikal dapat menimbulkan konflik sosial kerena
ada sekelompok kecil masyarakat yang memiliki kekayaan,
pendidikan yang mapan, kekuasaan dan kewenangan yang besar,
sementara sebagian besar tidak atau kurang memiliki kekayaan,
pendidikan rendah, dan tidak memiliki kekuasaan dan kewenangan.
Pembagian masyarakat seperti ini merupakan benih subur bagi

timbulnya konflik sosial.*?

Namun beberapa sosiolog menjabarkan banyak faktor yang

menyebabkan terjadinya konflik-konflik, diantaranya yaitu:

2 Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala
Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya (Jakarta: Kencana Prenada Media
Group, 2011), hal 361.
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1. Perbedaan pendirian dan keyakinan orang perorangan telah

menyebabkan konflik antar individu.”> Dalam konflik-konflik
seperti ini terjadilah bentrokan-bentrokan pendirian, dan masing-
masing pihak pun berusaha membinasakan lawannya.
Membinasakan disini tidak selalu diartikan sebagai pembinasaan
fisik, tetapi bisa pula diartikan dalam bentuk pemusnahan simbolik
atau melenyapkan pikiran-pikiran lawan yang tidak disetujui.
Di dalam realitas sosial tidak ada satu pun individu yang memiliki
karakter yang sama sehingga perbedaan pendapat, tujuan,
keinginan tersebutlah yang mempengaruhi timbulnya konflik
sosial.

2. Perbedaan kebudayaan.'* Perbedaan kebudayaan tidak hanya akan
menimbulkan konflik antar individu, akan tetapi bisa juga antar
kelompok. Pola-pola kebudayaan yang berbeda akan menimbulkan
pola-pola kepribadian dan pola-pola prilaku yang berbeda pula
dikalangan khalayak kelompok yang luas.

Selain itu, perbedaan kebudayaan akan mengakibatkan adanya
sikap etnosentrisme yaitu sikap yang ditunjukkan kepada kelompok
lain bahwa kelompoknya adalah yang paling baik. Jika masing-

masing kelompok yang ada di dalam kehidupan sosial sama-sama

B J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto, Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan, (Jakarta:
Kencana Prenada Media Group, 2005), hal 68.
" J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto, Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan, (Jakarta:
Kencana Prenada Media Group, 2005), hal 68.
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memiliki sikap demikian, maka sikap ini akan memicu timbulnya
konflik antar penganut kebudayaan.

3. Perbedaan kepentingan. Mengejar tujuan kepentingan masing-
masing yang berbeda-beda, kelompok-kelompok akan bersaing dan

berkonflik untuk memperebutkan kesempatan dan sarana.™

Perbedaan pendirian, budaya, kepentingan, dan sebagainya tersebut
diatas sering terjadi pada situasi-situasi perubahan sosial. Dengan
demikian perubahan-perubahan sosial itu secara tidak langsung dapat
dilihat sebagai penyebab juga terjadinya (peningkatan) konflik-konflik
sosial. Perubahan-perubahan sosial yang cepat dalam masyarakat akan
mengakibatkan berubahnya sistem nilai-nilai yang berlaku di dalam
masyarakat. Dan perubahan nilai-nilai di dalam masyarakat ini akan

menyebabkan perbedaan-perbedaan pendirian dalam masyarakat.
4. Dampak dari Adanya Konflik terhadap Masyarakat

Tak perlu diragukan lagi, proses sosial yang namanya konflik itu
adalah suatu proses yang bersifat disosiatif. Namun demikian, sekalipun
sering berlangsung dengan keras dan tajam, proses-proses konflik itu
sering pula mempunyai akibat-akibat yang positif bagi masyarakat.
Konflik-konflik yang berlangsung dalam diskusi misalnya, jelas akan
unggul, sedangkan pikiran-pikiran yang kurang terkaji secara benar akan

tersisih. Positif atau tidaknya akibat konflik-konflik memang tergantung

' Astrid Susanto, Pengantar Sosiologi Dan Perubahan Sosial, (Bandung:Bina Cipta, 2006), hal.70
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dari persoalan yang dipertentangkan, dan tergantung pula dari struktur

sosial yang menjadi ajang berlangsungnya konflik. Oleh karena itu ada

dua dampak dari adanya konflik terhadap masyarakat yaitu:

a. Dampak positif dari adanya konflik

1.

Bertambahnya solidaritas intern dan rasa in-group suatu
kelompok.'® Apabila terjadi pertentangan antara kelompok-
kelompok, solidaritas antar anggota di dalam masing-masing
kelompok itu akan meningkat sekali. Solidaritas di dalam suatu
kelompok, yang pada situasi normal sulit dikembangkan, akan
langsung meningkat pesat saat terjadinya konflik dengan
pihak-pihak luar.

Konflik di dalam masyarakat biasanya akan menggugah warga
masyarakat yang semula pasif menjadi aktif dalam memainkan

peranan tertentu di dalam masyarakat.

b. Dampak negatif dari adanya konflik

1.

Hancurnya kesatuan kelompok.!” Jika konflik yang tidak
berhasil diselesaikan menimbulkan kekerasan atau perang,
maka sudah barang tentu kesatuan kelompok tersebut akan

mengalami kehancuran.

* J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto, Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan, (Jakarta:
Kencana Prenada Media Group, 2005), hal 68.
Y Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala

Permasalahan Sosial:
Group, 2011), hal 377.

Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya (Jakarta: Kencana Prenada Media
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2. Adanya perubahan kepribadian individu. Artinya, di dalam
suatu kelompok yang mengalami konflik, maka seseorang atau
sekelompok orang yang semula memiliki kepribadian
pendiam, penyabar menjadi beringas, agresif dan mudah
marah, lebih-lebih jika konflik tersebut berujung pada
kekerasan.™®

3. Hancurnya nilai-nilai dan norma sosial yang ada. Antara nilai-
nilai dan norma sosial dengan konflik terdapat hubungan yang
bersifat korelasional, artinya bisa saja terjadi konflik
berdampak pada hancurnya nilai-nilai dan norma sosial akibat
ketidak patuhan anggota masyarakat akibat dari konflik.*°

5. Upaya-upaya Untuk Mengatasi Konflik

Secara sosiologi, proses sosial dapat berbentuk proses sosial yang
bersifat menggabungkan (associative processes) dan proses sosial yang
menceraikan (dissociative processes). Proses sosial yang bersifat
asosiatif diarahkan pada terwujudnya nilai-nilai seperti keadilan sosial,
cinta kasih, kerukunan, solidaritas. Sebaliknya proses sosial yang bersifat
dissosiatif mengarah pada terciptanya nilai-nilai negatif atau asosial,
seperti kebencian, permusuhan, egoisme, kesombongan, pertentangan,

perpecahan dan sebagainya. Jadi proses sosial asosiatif dapat dikatakan

 Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala
Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya (Jakarta: Kencana Prenada Media
Group, 2011), hal 378.

¥ J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto, Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan, (Jakarta:
Kencana Prenada Media Group, 2005), hal 70.
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proses positif. Proses sosial yang dissosiatif disebut proses negatif.
Sehubungan dengan hal ini, maka proses sosial yang asosiatif dapat

digunakan sebagai usaha menyelesaikan konflik.?

Adapun bentuk penyelesaian konflik yang lazim dipakai, yakni
konsiliasi, mediasi, arbitrasi, koersi (paksaan), détente. Urutan ini
berdasarkan kebiasaan orang mencari penyelesaian suatu masalah, yakni
cara yang tidak formal lebih dahulu, kemudian cara yang formal, jika

cara pertama membawa hasil.*
Menurut Nasikun, bentuk-bentuk pengendalian konflik ada enam yaitu:

1. Konsiliasi (conciliation)
Pengendalian semacam ini terwujud melalui lembaga-lembaga
tertentu yang memungkinkan tumbuhnya pola diskusi dan
pengambilan  keputusan-keputusan diantara pihak-pihak yang
berlawanan ~ mengenai  persoalan-persoalan  yang  mereka
pertentangkan.

2. Mediasi (mediation)
Bentuk pengendalian ini dilakukan bila kedua belah pihak yang
bersengketa bersama-sama sepakat untk memberikan nasihat-
nasihatnya tentang bagaimana mereka sebaiknya menyelesaikan

pertentangan mereka.

%% Drs. Soetomo, Masalah Sosial dan Pembangunan, (Jakarta: PT. Dunia Pustaka Jaya, 1995),
hal.77
*! Nasikun, Sistem Sosial Indonesia, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hal.22.
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3. Arbitrasi berasal dari kata latin arbitrium, artinya melalui pengadilan,
dengan seorang hakim (arbiter) sebagai pengambil keputusan.
Arbitrasi berbeda dengan konsiliasi dan mediasi. Seorang arbiter
memberi keputusan yang mengikat kedua belah pihak yang
bersengketa, artinya keputusan seorang hakim harus ditaati. Apabila
salah satu pihak tidak menerima keputusan itu, ia dapat naik banding
kepada pengadilan yang lebih tinggi sampai instansi pengadilan
nasional yang tertinggi.
4. Perwasitan
Di dalam hal ini kedua belah pihak yang bertentangan bersepakat
untuk memberikan keputusan-keputusan tertentu untuk menyelesaikan
konflik yang terjadi diantara mereka.?
B. Kerangka Teoretik
1. Teori Konflik Ralf Dahrendorf
Teori ini dibangun dalam rangka untuk menentang secara langsung
terhadap teori Fungsional Struktural. Karena itu tidak mengherankan
apabila proposisi yang dikemukakan oleh penganutnya bertentangan
dengan proposisi yang terdapat dalam teori Fungsional Struktural.®
Kalau menurut teori Fungsional Struktural masyarakat berada
dalam kondisi statis atau tepatnya bergerak dalam kondisi keseimbangan

maka menurut teori konflik malah sebaliknya. Masyarakat senantiasa

berada dalam proses perubahan yang ditandai oleh pertentangan yang

22 Nasikun, Sistem Sosial Indonesia, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hal.25.
% George Ritzer, Sosiologi llmu Pengetahuan Berparadigma Ganda, (Jakarta: PT. Raja Grafindo
Persada, 2010), hal.26.
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terus menerus diantara unsur-unsurnya. Kalau menurut teori Fungsional
Struktural setiap elemen atau setiap institusi memberikan dukungan
terhadap stabilitas maka teori Konflik melihat bahwa setiap elemen
memberikan sumbangan terhadap disintegrasi sosial.

Kontras lainnya adalah bahwa kalau penganut teori Fungsional
Struktural melihat anggota masyarakat terikat secara informal oleh
norma-norma, nilai-nilai dan moralitas umum, maka teori konflik menilai
keteraturan yang terdapat dalam masyarakat itu hanyalah disebabkan
karena adanya tekanan atau pemaksaan kekuasaan dari atas oleh golongan
yang berkuasa.?*

Dahrendorf mula-mula melihat teori konflik sebagai teori parsial,
menganggap teori itu merupakan perspektif yang dapat dipakai untuk
menganalisa fenomena sosial. Dahrendorf menganggap masyarakat berisi
ganda, memiliki sisi konflik dan sisi kerja sama.?

Dahrendorf ~ adalah tokoh utama yang berpendirian bahwa
masyarakat mempunyai dua wajah (konflik dan konsensus) dan karena itu
teori sosiologi harus dibagi menjadi dua bagian: teori konflik dan teori
konsensus. Teoritisi konsensus harus menguji nilai integrasi dalam
masyarakat dan teoritisi konflik harus menguji konflik kepentingan dan
penggunaan kekerasan yang mengikat masyarakat bersama dihadapan

tekanan itu. Dahrendorf mengakui bahwa masyarakat tak kan ada tanpa

** George Ritzer, Sosiologi llmu Pengetahuan Berparadigma Ganda, (Jakarta: PT. Raja Grafindo
Persada, 2010), hal.26.
% Margaret M. Poloma, Sosiologi Kontemporer, (Jakarta: CV. Rajawali, 2000), hal.131.
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konsensus dan konflik yang menjadi persyaratan satu sama lain. Jadi, kita
tidak akan punya konflik kecuali ada konsensus sebelumnya.?®

Konsep teori ini adalah wewenang dan posisi. Keduanya
merupakan fakta sosial. Inti tesisnya sebagai berikut. Distribusi kekuasaan
dan wewenang secara tidak merata tanpa kecuali menjadi faktor yang
menentukan konflik sosial secara sistematis. Perbedaan wewenang adalah
suatu tanda dari adanya berbagai posisi dalam masyarakat. Perbedaan
posisi serta perbedaan wewenang di antara individu dalam masyarakat
itulah yang harus menjadi perhatian utama para sosiolog. Struktur yang
sebenarnya dari konflik-konflik harus diperhatikan di dalam susunan
peranan sosial yang dibantu oleh harapan-harapan terhadap kemungkinan
mendapatkan dominasi. Tugas utama menganalisa konflik adalah
mengidentifikasi berbagai peranan kekuasaan dalam masyarakat.?’

Posisi tertentu di dalam masyarakat mendelegasikan kekuasaan dan
otoritas terhadap posisi yang lain. Fakta kehidupan sosial ini
mengarahkan Dahrendorf kepada tesis sentralnya bahwa perbedaan
didistribusikan otoritas “selalu menjadi faktor yang menentukan konflik
sosial sistematis”.

2. Otoritas Menurut Ralf Dahrendorf

Otoritas, Dahrendorf memusatkan perhatian pada struktur sosial

yang lebih luas. Inti tesisnya adalah gagasan bahwa berbagai posisi

*®George Ritzer dan Douglas J. Goodman, Teori Sosiologi Modern, (Jakarta: Prenada Media,
2004), hal.154.

%’ George Ritzer, Sosiologi llmu Pengetahuan Berparadigma Ganda, (Jakarta: PT. Raja Grafindo
Persada, 2010), hal.26.
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didalam masyarakat mempunyai kualitas otoritas yang berbeda. Otoritas
tidak terletak di dalam diri individu, tetapi di dalam posisi. Dahrendorf
tidak hanya tertarik pada struktur posisi, tetapi juga pada konflik antara
berbagai struktur posisi itu: “sumber struktur konflik harus dicari di
dalam tatanan peran sosial yang berpotensi untuk mendominasi atau
ditundukkan”. Menurut Dahrendorf tugas pertama analisis konflik adalah
mengidentifikasi berbagai peran otoritas di dalam masyarakat karena
memusatkan perhatian kepada struktur berskala luas seperti peran

otoritas itu.

Otoritas yang melekat pada posisi adalah unsur kunci dalam
analisis Dahrendorf. Otoritas secara tersirat menyatakan superordinasi
dan subordinasi. Mereka yang menduduki posisi otoritas diharapkan
mengendalikan bawahan. Artinya, mereka berkuasa karena harapan dari
orang yang berada di sekitar mereka, bukan karena ciri-ciri psikologis
mereka sendiri. Seperti otoritas, harapan ini pun melekat pada posisi,
bukan pada orangnya. Otoritas bukanlah fenomena sosial yang umum
mereka yang tunduk pada kontrol dan mereka yang dibebaskan dari
kontrol, ditentukan dalam masyarakat. Terakhir karena otoritas adalah

absah, sanksi dapat dijatuhkan pada pihak yang menentang.

Menurut Dahrendorf, otoritas tidak konstan karena ia terletak
dalam posisi, bukan di dalam diri orangnya. Karena itu seseorang yang
berwenang dalam satu lingkungan tertentu tak harus memegang posisi

otoritas di dalam lingkungan yang lain. Ini berasal dari argumen
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Dahrendorf yang menyatakan bahwa masyarakat tersusun dari sejumlah
unit yang ia sebut asosiasi yang dikoordinasikan secara imperatif.
Masyarakat terlihat sebagai asosiasi individu yang dikontrol oleh hierarki
posisi otoritas. Karena masyarakat terdiri dari berbagai posisi, seorang
individu dapat menempati posisi otoritas di satu unit dan menempati

posisi yang subordinat di unit lain.

Otoritas dalam setiap asosiasi bersifat dikotomi; karena itu ada dua,
hanya ada dua kelompok konflik yang dapat terbentuk di dalam asosiasi.
Kelompok yang memegang posisi otoritas dan kelompok subordinat yang
mempunyai kepentingan tertentu “yang arah dan substansinya saling
bertentangan”. Disini kita berhadapan dengan konsep kunci lain dalam
teori konflik Dahrendorf, yakni kepentingan. Kelompok yang berada di
atas dan yang berada di bawah didefinisikan berdasarkan kepentingan
bersama. Dahrendorf tetap menyatakan bahwa kepentingan itu, yang
seperti tampak sebagai fenomena psikologi, pada dasarnya fenomena

berskala luas.?®

Kekuasaan selalu memisahkan dengan tegas antara penguasa dan
yang dikuasai maka dalam masyarakat selalu terdapat dua golongan yang
saling bertentangan. Masing-masing golongan dipersatukan oleh ikatan
kepentingan nyata yang bertentangan secara substansial dan secara

langsung di antara golongan-golongan itu. Pertentangan itu terjadi dalam

*® George Ritzer dan Douglas J. Goodman, Teori Sosiologi Modern, (Jakarta: Prenada Media,
2004), hal.155.
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situasi di mana golongan yang berkuasa berusaha mempertahankan status
quo sedangkan golongan yang dikuasai berusaha untuk mengadakan
perubahan-perubahan. Pertentangan kepentingan ini selalu ada setiap
waktu dan dalam setiap struktur. Karena itu kekuasaan yang sah selalu
berada dalam keadaan terancam bahaya dari golongan yang anti status
quo. Kepentingan yang terdalam satu golongan tertentu selalu dinilai
obyektif oleh golongan yang bersangkutan dan selalu berdempetan
(coherence) dengan posisi individu yang termasuk ke dalam golongan
itu. Seorang individu akan bersikap dan bertindak sesuai dengan cara-
cara yang berlaku dan yang diharapkan oleh golongannya. Dalam situasi
konflik seorang individu akan menyesuaikan diri dengan peranan yang
diharapkan oleh golongannya itu, yang oleh Dahrendorf disebut sebagai

peranan laten.?

Kekuasaan atau otoritas mengandung dua unsur yaitu penguasa dan
orang yang dikuasai atau dengan kata lain atasan dan bawahan.
Kelompok, konflik dan perubahan. Dibedakan menjadi tiga kelompok

yaitu:

a) Kelompok semu (quasi group), yaitu sejumlah pemegang posisi
dengan kepentingan yang sama, tetapi belum menyadari

keberadaanya.

% prof. Dr. Nasrullah Nasir, Ms, Teori-teori Sosiologi, (Bandung: Widya Padjadjaran, 2009),
hal.25
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b) Kelompok kepentingan (manifest), yaitu kelompok yang memiliki
struktur, bentuk organisasi, tujuan atau program dan anggota
perorangan. Kelompok ini merupakan agen riil dari konflik
kelompok.*®

c) Kelompok konflik, yaitu kelompok yang terlibat dalam konflik
kelompok actual. Kelompok tersebut merupakan konsep dasar untuk
menjelaskan konflik sosial. Kelompok dalam masyarakat tidak
pernah berada dalam posisi ideal sehingga selalu ada faktor yang
mempengaruhi terjadinya konflik sosial.*

3. Kelompok Semu dan Kelompok Kepentingan

Dahrendorf membedakan golongan yang terlibat konflik itu atas
dua tipe. Kelompok semu (quasi group) dan kelompok kepentingan
(interest group). Kelompok semu merupakan kumpulan dari para
pemegang kekuasaan atau jabatan dengan kepentingan yang sama yang
terbentuk karena munculnya kelompok kepentingan. Sedangkan
kelompok yang kedua yakni kelompok kepentingan terbentuk dari
kelompok semu yang lebih luas. Kelompok kepentingan ini mempunyai
struktur, organisasi, program, tujuan serta anggota yang jelas. Kelompok
kepentingan inilah yang menjadi sumber nyata timbulnya konflik dalam

masyarakat.*?

% prof. Dr. Nasrullah Nasir, Ms, Teori-teori Sosiologi, (Bandung: Widya Padjadjaran, 2009),
hal.25

' Margaret M. Poloma, Sosiologi Kontemporer, (jjakarta: Rajawali Grafindo Persada, 1994),
hal.135

*? George Ritzer, Douglas J. Goodman, Teori Sosiologi Modern, (Jakarta: Prenada Media Group,
2007), hal. 153



41

Kepentingan kelas objektif yang ditentukan secara struktural yang
tidak disadari oleh individu di sebut Dahrendorf dengan kepentingan laten
(latent interest), dimana kepentingan itu tidak dapat menjadi dasar yang
jelas dalam pembentukan kelompok. Para anggota di dalam asosiasi yang
dikoordinasi secara imperatif itu memiliki kepentingan laten yang sama
dapat dipandang sebagai kelompok semu (quasi group). Sebaliknya
kepentingan kelas yang disadari individu terutama kalau kepentingan itu
dengan sadar dikejar sebagai tujuan disebut sebagai kepentingan
manifest.*

Bagi asosiasi apa saja, ada dua kelompok semu yang utama yaitu
mereka yang memiliki posisi dominasi otoritatif dan mereka yang harus
tunduk pada pengguna otoritas tersebut. kalau orang dalam salah satu
kelompok semu mengembangkan suatu kesadaran kelas bersama
kesadaran akan kepentingan bersama dan mengorganisasikan kegiatan
untuk mengejar kepentingan itu akan melahirkan suatu kelompok
kepentingan.

Meskipun para anggota suatu kelompok kepentingan yang bersifat
konflik diambil dari kelompok semu yang sama, tidak semua orang yang
termasuk dalam kelompok semu yang sama itu harus bergabung dalam
suatu kelompok kepentingan yang bersifat konflik untuk mengejar

kepentingan kelasnya.>

* Bernard Raho, Teori Sosiologi Modern, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2007), hal. 78
** George Ritzer, Douglas J. Goodman, Teori Sosiologi Modern, (Jakarta: Prenada Media Group,
2007), hal. 153



42

Dahrendorf berpendapat bahwa konsep-konsep seperti kepentingan
nyata dan kepentingan laten, kelompok kepentingan dan kelompok semu,
posisi dan otoritas merupakan unsur-unsur dasar untuk dapat
menerangkan bentuk-bentuk dari konflik.*®

Di bawah kondisi yang ideal tak ada lagi variabel lain yang
diperlukan. Tetapi, karena kondisi tak pernah ideal, maka banyak faktor
lain ikut berpengaruh dalam proses konflik sosial. Dahrendorf menyebut
kondis-kondisi teknis seperti personil yang cukup, kondisi politik seperti
situasi politik secara keseluruhan, dan kondisi sosial seperti keberadaan
hubungan komunikasi. Cara orang direkrut ke dalam kelompok semu
adalah kondisi sosial yang penting bagi Dahrendorf.

Dia menganggap bahwa jika rekrutmen berlangsung secara acak
dan ditentukan oleh peluang, maka kelompok kepentingan, dan akhirnya
kelompok konflik, tak mungkin muncul. Tetapi, bila perekrutan ke dalam
kelompok semu ditentukan secara struktural, maka kelompok ini
menyediakan basis perekrutan yang subur untuk kelompok kelompok
kepentingan dan dalam kasus tertentu, kelompok konflik.

4. Konflik dan Perubahan Sosial

Aspek terakhir teori konflik Dahrendorf adalah mata rantai antara
konflik dan perubahan sosial. Konflik menurutnya memimpin kearah

perubahan dan pembangunan. Dalam situasi konflik golongan yang

% George Ritzer, Sosiologi llmu Pengetahuan Berparadigma Ganda, (Jakarta: PT. Raja Grafindo
Persada, 2010), hal.27.

*® George Ritzer dan Douglas J. Goodman, Teori Sosiologi Modern, (Jakarta: Prenada Media,
2004), hal.157.
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terlibat melakukan tindakan-tindakan untuk mengadakan perubahan
dalam struktur sosial. Kalau konflik itu terjadi secara hebat maka
perubahan yang timbul akan bersifat radikal. Begitu pula kalau konflik
itu disertai oleh penggunaan kekerasan maka perubahan struktural akan

efektif.®’

Teori konflik Dahrendorf adalah hubungan konflik dengan
perubahan. Dalam hal ini Dahrendorf mengakui pentingnya pemikiran
Lewis Coser yang memusatkan perhatian pada fungsi konflik dalam
mempertahankan status quo. Tetapi, Dahrendorf menganggap fungsi
konservatif dari konflik hanyalah satu bagian realitas sosial, konflik juga
menyebabkan perubahan dan perkembangan. Singkatnya, Dahrendorf
menyatakan bahwa segera setelah kelompok konflik muncul, kelompok
itu melakukan tindakan yang menyebabkan perubahan dalam struktur

sosial.®

Pierre van den Berghe mengemukakan empat fungsi dari konflik:

1. Sebagai alat untuk memelihara solidaritas
2. Membantu menciptakan ikatan aliansi dengan kelompok lain
3. Mengaktifkan peranan individu yang semula terisolasi

4. Fungsi komunikasi.*®

*”1an Craib, Teori-teori Sosial Modern, (Jakarta: CV. Rajawali, 1992), hal.95.

% George Ritzer dan Douglas J. Goodman, Teori Sosiologi Modern, (Jakarta: Prenada Media,

2004), hal.157.

* George Ritzer dan Douglas J. Goodman, Teori Sosiologi Modern, (Jakarta: Prenada Media,
2004), hal.156.
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C. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian sebelumnya menjadi penting untuk dikemukakan pada
halaman ini, mengingat dari segi manfaat akademik, penelitian ini
dimaksudkan untuk member sumbangsih pengetahuan pada khazanah ilmu-
ilmu sosial, disamping itu dapat menjadi rujukan penelitian sosial.

Adapun penelitian terdahulu yang dianggap cukup relevan dengan
penelitian ini diantaranya:

1. Penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa S3 IAIN Sunan Ampel
Surabaya tentang konflik dalam pengelolaan lembaga pendidikan islam
di pondok pesantren Nahdlatul Wathan Lombok Timur, Nusa Tenggara
Barat. Fathurrahman Muhtar program pasca sarjana IAIN Sunan Ampel,
penelitian ini menjelaskan tentang konflik antar saudara yang terjadi
setelah meninggalnya sang ayah yaitu Tuan Guru Zainuddin Abdul
Majid, sehingga menyebabkan dualisme kepemimpinan di Nahdlatul
Wathan.  Asset Nahdlatul Wathan terdiri dari Pondok Pesantren
Darunnahdatain ~ Nahdlatul Wathan dan Yayasan Pendidikan
Hamzanwadi serta beratus ribu jamaah fanatis ayahnya. Akibat dari
perebutan kewenangan dalam mengelola pondok pesantren, konflik di
Nahdlatul Wathan tidak bisa dihindari.

2. Penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa S1 IAIN Sunan Ampel
Surabaya tentang tokoh masyarakat yang menghambat dakwah dengan
judul Dakwah dan Konflik Tokoh Masyarakat (Kajian tentang

Penghambat Dakwah di Desa Wonokerto Kecamatan Dukun Kabupaten
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Gresik). Konflik yang terjadi antara tokoh masyarakat yang murni karena
konflik internal yaitu karena masalah politik dan kekuasaan, dendam
pribadi antara tokoh masyarakat dan masalah perebutan lembaga
pendidikan. Dengan adanya konflik tersebut segala aktivitas baik
keagamaan yang berbentuk dakwah atau aktivitas sosial lainnya
terhambat.

Dari dua penelitian di atas menunjukkan bahwa penelitian yang
dilakukan oleh peneliti yaitu Konflik dalam Lembaga Pendidikan studi
Konflik antara Dua Pengelola Madrasah di Desa Pesanggrahan Kecamatan
Laren Kabupaten Lamongan belum pernah dilakukan. Oleh karena itu ada
beberapa perbedaan dan persamaan dengan penelitian terdahulu.
Persamaanya yaitu:

1. Konflik yang terjadi adalah konflik keluarga

2. Konflik yang terjadi melibatkan lembaga
Sedangkan perbedaanya yaitu:

1. Penelitian terdahulu dalam konteks dakwah sedangkan penelitian
yang dilakukan oleh peneliti dalam konteks konflik dalam lembaga
pendidikan

2. Lokasi penelitian berbeda dengan lokasi penelitian yang dilakukan

oleh peneliti.



